


Menetapkan

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 t entang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
64);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 9 Tahun 20 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementeri an Koordinator Bidang Perekonomian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LIN GKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN .

Pasal |
Mengubah Lampiran  Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas
di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian , Ssehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan d ari Peraturan Menteri

Koordinator ini



SISTEMATIKA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA
NASKAH DINAS DI LIN GKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

BAB | JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
A. Naskah Dinas Arahan

1.

Naskah Dinas Pengaturan
a) Peraturan
1) Peraturan Menteri
2) Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian
b) Instruksi
c) Standar Operasional Prosedur  Administrasi Pemerintah
d) Surat Edaran
Naskah Di nas Penetapan (Keputusan)
Naskah Dinas Penugasan
a) Surat Perintah

b) Surat Tugas

B. Naskah Dinas Korespondensi

1.

Naskah Dinas Korespondensi Internal

a) Nota Dinas

b) Disposisi

c) Surat Undangan Intern

Naskah Dinas Kores pondensi Ekstern al
a) Surat Dinas

b) Surat Undangan Ekstern al



C. Naskah Dinas Khusus

1. Surat Perjanjian
a) Perjanjian Dalam Negeri
b) Perjanjian Internasional
Surat Kuasa
Berita Acara
Surat Keterangan

Surat Pengantar

S S

Pengumuman
Laporan
Telaah Staf

Naskah Dinas Lainnya

1. Notula
2. Sertifikat
3. Piagam

G. Naskah Dinas Elektronik
BAB Il Pembuatan Naskah Dinas
A. Prinsip
B. Prosedur
1. Persetujuan Konsep dan Pembubuhan Paraf
a) Pembubuhan paraf secara hierarkis
b) Pembubuhan paraf koordinasi
2. Penomoran Naskah Dinas
3. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah D inas
C. Kode Unit Kerja
D. Penulisan
1. Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta
a) Penggunaan Kertas
b) Amplop
c) Warna Tinta
2. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata
Penyambung
Penentuan Batas/ Ruang Tepi
Nomor Halaman

Tembusan

o o kW

Lampiran



E.

Penggunaan Lambang Negara , Logo Kementerian , dan Cap
1. Penggunaan Lambang Negara

2. Penggunaan L ogo

3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerjasama
4

Penggunaan Cap

BAB Il PENGAMANAN NASKAH DINAS

A.
B.

Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas
Perlakuan Terhadap Naskah Di nas Berdasarkan Kilasifikasi
Keamanan dan Akses

1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses

2. Security Printing

BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENGENDALIAN NASKAH
DINAS

A.
B.

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas
Garis Kewenangan dan Penandatanganan

1. Penggunaan Garis Kewenangan

2. Penandatanganan

Pengendalian Naskah Dinas

1. Naskah Dinas Masuk

2. Naskah Dinas Keluar



BAB |
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok

atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan

dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa

produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.

1. Naskah Di nas Pengaturan

Naskah Dinas Pengaturan terdiri dari

a) Peraturan

1)

2)

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan materi

muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam

pemerintahan. Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian mencakup pula Pedoman dan Petunjuk
Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis. Adapun bentuk, susunan dan
penandatanganan Peraturan Menteri disesuaikan dengan Undang -

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang -undangan beserta perubahannya

Peraturan Sekreta ris Kemenko Perekonomian

Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian adalah jenis
peraturan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian,

dengan susunan:

(a) Kepala
Bagian kepala Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian
terdiri dari:
(1) kop  Peraturan Sekretaris Kemenko  Perekonomian

menggunakan lambang garuda hitam yang disertai nama
Kementerian dengan huruf kapital secara simetris;

(2) jenis huruf yang digunakan adalah Bookman Old Style
ukuran 12;

(3) kata Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(4) nomor Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian , yang

ditulis dengan huruf kapital secara simetris;



(5) kata tentang , yang ditulis dengan huruf kapit al secara
simetris;
(6) judul Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian , yang
ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
(7) kata Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa diikuti kata
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda
baca koma secara simetris.
(b) Konsiderans
Bagian konsiderans memuat la tar belakang penetapan dan/atau
dasar hukum sebagai landasan penetapan Peraturan Sekretaris
Kemenko Perekonomian.
(c) Batang Tubuh
Batang tubuh memuat substansi  Peraturan Sekretaris Kemenko
Perekonomian.
(d) Kaki
Bagian kaki  Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian
ditempatkan di sebelah k anan bawah, yang terdiri dari:
(1) tempat (kota sesuai dengan alamat kementerian) dan tanggal
penetapan Peraturan S ekretaris Kemenko Perekonomian
(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan
huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
(3) tanda tangan pej abat yang menetapkan Peraturan Sekretaris
Kemenko Perekonomian ; dan
(4) nama len gkap pejabat yang menandatangan i, yang ditulis

dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

b) Distribusi Naskah Dinas Peraturan
Naskah Dinas Peraturan  yang telah ditetapkan didistribusikan kepada
yang berkepentingan. Keputusan didistribusikan dalam bentuk
salinan.
Salinan per aturan di buat dengan menambahkan Kk
dituliskan dalam huruf kapital dan bol d.

diantara kop peraturan dan judul peraturan.
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CONTOH FORMAT
PERATURAN SEKRETARIS KEMENKO PEREKONOMIAN

> Lambang garuda

KEMENTERI AN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Eg;”;n"lgﬂ;nama
REPUBLIK INDONESIA

)

)
PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

) -
Nomor dan judul
NOMOR XX TAHUN XXXX Peraturan

) Sekretaris
TENTANG Kemenko

XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

)

Menimbang 2 AL XXX XXXXXKXX XXXXXXXXKX

4 Konsiderans
Mengingat D1 XXOXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TENTANG XXXXXXX

Pasal 1
XXXXXKXXK XXXXXXKK XXXX XKXK XXX XXX XXXKXKXXXXKX XXXXXKXXKXX Baartwank?etr?:iUh
XXXXX XXXXKXXKXX XXXXKXXXXXX yang
) pasal -pasal
Pasal 2
XXXKXKXXKXXK XKXXXXKXKXKXXKXK XXXXKXKXXXXK XXXXXXKXKXKXX
XXXXXXXXXKXK XXXXKXX
) Tempat dan
] ) tanggal
Dikeluarkan di xxxxxx pembuatan
pada tanggal XXxxxxxxx  20xx naskah dinas
NAMA JABATAN |,
TTD

NAMA LENGKAP
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c) Instruksi
Instruksi Menteri adalah Naskah Dinas yang memuat perintah berupa
petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur
dalam peraturan perundang -undangan. Wewenang Penetapan dan
Instruksi Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
dengan susunan:
1) Kepala

Bagian kepala Instruksi terdiri dari:

(@) kop Instruksi yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara , yang
disertai nama jabatan  dengan huruf kapital secara simetris;

(b) jenis huruf yang digunakan untuk Instruksi yaitu Bookman old
style ukuran 12 dan untuk kop Instruks i menggunakan jenis
huruf Bookman Old Style ukuran 12;

(c) kata Instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan
dituli s dengan huruf kapital secara simetris;

(d) nomor Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(e) katatentang , yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

() judul Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan

(g) nama jabatan pejabat yang menetapkan Instruksi, yang
ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca
koma secara simetris.

2) Konsiderans

Bagian konsiderans Instruksi memuat latar belakang penetapan

instruksi dan/atau dasar hukum sebagai landasa n penetapan

Instruksi.

3) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi Instruksi.
4) Kaki

Bagian kaki Instruksi ditempatkan di sebelah k anan bawah, yang

terdiri dari:

(a) tempat (kota sesuai dengan alamat kementerian) dan tanggal
penetapan Instruksi;

(b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan

huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
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(c) tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi; dan
(d) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis
dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gel ar.
5) Distribusi dan Tembusan
Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan
tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian Instruksi diikut
dengan tindakan pengendalian.
6) Hal yang Perlu Diperhatikan
(@) Instruksi merupakan pelak  sanaan kebijakan pokok sehingga
Instruksi harus merujuk pada sua tu peraturan perundang
undangan.
(b) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi tidak

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.






d)
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Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah
standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
lingkungan Kemenko Perekonomian berpedoman pada peraturan

peru ndang -undangan yang berlaku.

Surat Edaran

Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan
tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Dengan
susunan:

1) Kepala

Bagian kepala Surat Edaran terdiri dari:

(@) kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang
negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital
secara simetris;

(b) kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri Koordinator Bida ng Perekonomian mengg unakan
lambang garuda hitam , yang disertai nama  kementerian dan
nama unit kerja dengan huruf kapital secara simetris;

(c) jenis huruf yang digunakan untuk Surat Edaran vyaitu
Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Surat Edaran
menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12;

(d) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi Surat
Edaran;

(e) tulisan Surat Edaran , yang dicantumkan di bawah lambang
negara/logo kementerian, ditulis dengan huruf kapital serta
nomor Surat Edaran di bawahnya secara simetris;

(H kata tentang , yang dicantumkan di bawah kata Surat Edaran
ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

(9) rumu san judul Surat Edaran, yang ditulis dengan huruf

kapital secara simetris di bawah kata tentang.
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2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri dari:

3)

4)

(@)
(b)
(©)
(d)

latar belakang tentang perlunya dibuat Surat Edaran;

maksud dan tujuan dibuatnya Surat Edaran;

ruang lingkup diberlakukannya Surat Edaran;

peraturan perundang -undangan atau naskah dinas lain yang

menjadi dasar pembuatan Surat Edaran;

(e) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; dan

() penutup.

Kaki

Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di se belah kanan yang

terdiri dari:

(a) tempat dan tanggal penetapan;

(b) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan
huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;

(c) tanda tangan pejabat penanda tangan;

(d) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan
huruf kapital; dan

(e) cap kementerian.

Distribusi

Surat Edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat

dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran

diikuti dengan tindakan pengendalian.
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2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

a) Keputusan adalah Naskah Dinas yang bersifat menetapkan, tidak
bersifat mengatur, dan merupakan dasar hukum  pelaksanaan
kegiatan, yang digunakan untuk:

1) menetapkan/mengubah status kep egawaian/personal ; atau

2) menetapkan/mengubah suatu hal selain status kepegawaian
antara lain susunan kepanitiaan/keanggotaan/tim, pelimpahan
wewenang dan peristiwa lainnya

b) Naskah Dinas Penetapan ditandatangani oleh:

1) Menteri, apabila:
(a) substansi bersifat  strategis; dan
(b) melibatkan semua unit eselon | dan/atau Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/ Eselon | atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya/Eselon |  atas nama menteri, apabila:
(a) substansi bersifat teknis;
(b) melibatkan internal unit eselon I, atau seluruh/beberapa unit
eselon | lain di lingkungan Kemen ko Perekonomian ; dan
(c) menetapkan hal dalam rangka menjalankan delegasi wewenang
atau tugas ex -officio yang telah ditetapkan.
3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama , apab ila:
(a) substansi bersifat teknis;
(b) melibatkan internal unit eselon | [; dan
(c) menetapkan hal dalam rangka menjalankan delegasi wewenang
atau tugas ex -officio yang telah ditetapkan.

c) Susunan
1) Kepala

Bagian kepala keputusan terdiri dari

(a) Kop surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang
negara, yang dise rtai nama jabatan dengan huruf k apital secara
simetris;

(b) Kop surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian men ggunakan
lambang garuda hitam , yang disertai nama kementerian dan

nama unit kerja dengan huruf kapital secara simetris ;
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(c) Jenis huruf yang digunakan untuk Surat Keputusan  yaitu
Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Surat Keputusan
menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12;

(d) Kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan,
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(e) Nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

() Kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

() Judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
dan

(h) Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda
baca koma.

2) Konsiderans

Bagian konsiderans keputusan terdir i dari:

() Kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat
alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu
ditetapkannya keputusan; dan

(b) Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan
perundang -undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.

3) Diktum

(a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan
huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan
huruf awal kapital;

(b) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata
menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital, dan

4) Batang tubuh

Sistematika dan cara penulisa n bagian batang tubuh keputusan

sama dengan ketentuan dalam p  enyusunan peraturan  perundang -

undangan . Khusus untuk Naskah Dinas Penetapan yang
menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal isi
keputusan diuraikan dengan bilangan bertingkat/di  ktum kesatu,
kedua, ketiga, dan  seterusnya.

5) Kaki

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang

terdiri dari:

(a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
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CONTOH FORMAT

SURAT KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH

MENTERI

)
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMAN
REPUBLIK INDONESIA

)

)
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

)
NOMOR XX TAHUN XXXX

)
TENTANG
XXXXX XXXXXX

)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMAN REPUBLIK

INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa XX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX

b. bahwa XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Mengingat DL XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

2. XXXXX XXXXK XXXXK XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN XxXxxX XXXXX XXXX TENTANG XXXXX XXXXX

XXXXX
KESATU : mengangkat XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
KEDUA : menugaskan XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX
KETIGA 7 XXXXXX XXXXXXXXKEXXK XXXXKXKXEXKXK XHXXXXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXHXXXX XXXXXK XXXKXKKXK XXXXXXXXXXXXK XXXX

)
)

Ditetapkan di xxxxxx
pada tanggal XXxXxXxXxxxx 20xx

)
NAMA JABATAN,
TTD

NAMA LENGKAP

l

Lambang negara
dan nama jabatan

\ yang telah dicetak

Penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun takwin

Judul Keputusan
yang ditulis dengan
huruf kapital

Memuat alasan
tentang perlu
ditetapkannya
Keputusan

Memuat peraturan
yang menjadi dasar
ditetapkannya
keputusan

Memuat substansi
tentang Kkebijakan
yang ditetapkan

Kota sesuai dengan
alamat Kementerian
dan tanggal
penandatanganan

Nama jabatan dan
nama lengkap yang
ditulis dengan huruf
kapital
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2. Naskah Dinas Penugasan

a) Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan atau

pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang

diperintah, yang memuat apa yang harus dilakukan diluar tugas

pokok dan fungsi . Wewenang penandatanganan Surat Perintah adalah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama , dengan susunan:

1)

2)

Kepala

Bagian kepala Surat Perintah terdiri dari:

(@) kop Surat Perintah yang ditandatangani oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang
negara, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf
kapital secara simetris;

(b) kata Surat Perintah yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri Koordinator Bid ang Perekono mian menggunakan
lambang garuda hitam  disertai nama kementerian dan  nama
unit kerja ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(c) jenis huru f yang digunakan untuk Surat Perintah vyaitu
Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Surat Perintah
menggunakan jenis huruf Tahoma ukuran 12;

(d) kata Surat Perintah, ditulis menggunakan huruf kapital secara
simetris; dan

(e) nomor, berada di bawah tulisan Su rat Perintah.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Perintah terdiri dari hal -hal sebagai

berikut:

(@) Konsiderans melip uti pertimbangan dan/atau  dasar
pertimbangan memuat alas an ditetapkannya surat perintah,
dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan
dit etapkannya surat perintah tersebut;

(b) Diktum dimulai dengan kata memberi perintah, secara simetris,
diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan
pegawai yang mendapat perintah; dan

(c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang

perintah -perintah yang harus dilaksanakan.



3)

4)

5)
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Kaki

Bagian kaki Surat Perintah ditempatkan di sebelah kanan bawah

yang terdiri dari:

(a) tempat dan tanggal Surat Perintah;

(b) namajab atan pejabatyang menugasi ,yang ditulis dengan huruf
awal kapital pada setiap  awal kata, dan diakhiri dengan tanda
baca koma; dan

(c) tandatangan pejabat yang menugasi;

(1) nama lengkap pe jabat yang menandatangani Surat
Perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada
setiap awal kata; dan

(2) cap Kementerian .

Distribusi dan Tembusan

(a) Surat Perintah disampaika n kepada yang mendapat perintah;
dan

(b) tembusan Surat Perintah disampaikan kepada unit
kerja/lembaga yang terkait.

Hal yang Perlu Diperhatikan

(a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar.

(b) Jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang
ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom

nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan.
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b) Surat Tugas adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan atau
pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi
tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan sesuai tugas pokok
dan fungsi . Wewenang penandatanganan Surat Tugas adalah Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,
dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan susunan:

1) Kepala

Bagian kepala Surat Tugas terdiri dari:

(@) kop Surat Tugas yang ditandatangani oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang
negara, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf
kapital secara simetris;

(b) kop Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri Koordinator Bida ng Perekonomian menggunakan
lambang garuda hitam , dengan nama kementerian dan nama
unit kerja ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

(c) jenishuruf yang digunakan untuk Surat Tugas yaitu Bookman
old style ukuran 12 dan untuk kop Surat Tugas menggunakan
jenis huruf Tahoma ukuran 12;

(d) kata Surat Tugas, ditulis menggunakan huruf kapital secara
simetris; dan

(e) nomor, berada di bawah tulisan Surat Tugas.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Tugas terdiri dari hal -hal sebagai

berikut:

(a)dasar pertimbangan , memuat a lasan ditetapkannya Surat
Tugas, dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan
ditetapkannya Surat Tugas tersebut;

(b)diktum dimulai dengan kata memb eri tugas, secara simetris,
diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jaba tan
pegawai yang mendapat tugas, untuk surat tugas yang diberikan
kepada pegawai lebih dari 5 orang disebutkan dalam lampiran;
dan

(c)di bawah kata kepada ditulis kata untuk ya ng berisi tentang

tugas -tugas yang harus dilaksanakan.
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3) Kaki

Bagian kaki Surat Tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah

yang terdiri dari:

(a)tempat dan tanggal Surat Tugas;

(b)nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri
dengan tanda baca koma; dan

(c)tanda tangan pejabat yang menugasi;

(1) nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Tugas,
yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal
kata; dan

(2) cap kementerian.

4) Dis tribusi dan Tembusan

(a) Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas.

(b) Tembusan  Surat Tugas disampaikan kepada  unit
kerja/lembaga yang terkait.

5) Hal yang Perlu Diperhatikan

(a) Surat tugas tidak menggunakan konsiderans.

(b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang
ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari
minimal kolom nomor urut, nama , pangkat, NIP, dan jabatan.

(c) Bentuk susunan dan penandatanganan Surat Tugas luar negeri

mengacu pada peraturan perundang  -undangan yang berlaku
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CONTOH FORMAT

SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI DENGAN

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
UNIT KERJA

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2 -4, JAKARTA 10710
TELEPON(62-21) éééé FAKSI| MIIDE é(66.2 . . . .

(
%
SURAT TUGAS

NOMOR XXXX/ XXIXXXX/ XX/ XXXX

)
)

Memenuhi undangan XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXXXX maka dengan ini menugaskan kepada
terlampir, pada:

pegawai

Hari/ Tanggal - XXXXXXXX
Tempat o XXXXXXXX
Agenda T XXXXXXXX

Untuk melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri kegiatan
XXXXXXXXXXX. Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas
tersebut dibebankan pada DIPA Kegiatan XXXXXXXX  XXXXXXXXXKXXXK
XXXXXXXXXXXX. (pilihan)

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan
sebaik -baiknya.

)
)

Jakarta, XX XXXXX 20xx

(
Nama Jabatan,

(

Tanda Tangan dan Cap
(

(

Nama Lengkap

Tembusan:
1. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
2. XXXXXXXX  XXXXXXXXXX

}Z Penomoran

Lambang
garuda hitam
dengan nama
kementerian
dan nama unit

dicetak

kerja yang telah

yang berurutan
dalam satu
tahun takwin

pernyataan dan
tanggal se rta

dan substansi
arahan yang
diperintahkan

Memuat kal imat

agenda kegiatan

Kota sesuai
alamat lembaga
dan tanggal
penandatangana
n

Nama Jabatan
dan nama

L | lengkap ditulis
dengan huruf
awal kapital
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CONTOH FORMAT
LAMPIRAN SURAT TUGAS

LAMPIRAN
SURAT TUGAS
Nomor: Xxxx/ XX/XXXX/ XX/ XXXX

DAFTAR PEGAWAI

No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan
1. XXXXXXIXXXXXXX XXXXXIXXXXX XXXXXXXXXXX
2. XXXXXXIXXXXXXX XXXXXIXXXXX XXXXXXXXXXX
3. dst.

Jakarta, XX XXXXX XXXX
(

Nama Jabatan

ttd

Nama Lengkap

B. Naskah Dinas Korespondensi
1. Naskah Dinas Korespondensi Intern
a) Nota Dinas
Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kemen ko
Perekonomian. Wewenang dan penandatanganan Nota Dinas dibuat
oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya,
dengan susunan:
1) Kepala
Bagian kepala Nota Dinas terdiri dari:
(a) kop Nota Dinas terdiri dari nama kementerian dan unit kerja
yang ditulis secara simetris di tengah atas;
(b) kata Nota Dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;
(c) kata NOMOR , yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;
(d) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti

dengan tanda baca titi  k;



2)

3)

4)
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(e) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

(H kata Hal, yang ditulis dengan huruf a wal kapital;

(g) kata Tanggal, yang di tulis dengan huruf awal kapital; dan

(h) jenis huruf yang digunakan Arial ukuran 12, sedangkan untuk
kop surat menggunakan Tahoma ukur an 12.

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan

penutup yang singkat, padat, dan jelas.

Kaki

Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan

tembusan (jika perlu).

Hal yang Perlu Diperhatikan

(@) Nota Dinas tidak dibubuhi cap kementerian

(b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern kementerian.
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- 38 -

Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut /tanggapan

terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak

pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi merupakan

satu kesatuan dengan surat masuk.

Bagian identitas

dari Lembar Disposisi memuat keterangan: nomor

agenda/registrasi, tanggal penerimaan, tanggal dan nomor surat,

dari/asal surat, ringkasan isi, disposisi/catatan, diteruskan kepada,

paraf, tingkat keamanan, dan tanggal penyelesaian.

CONTOH FORMAT
LEMBAR D ISPOSISI

UNIT KERJA

REPUBLIK INDONESIA

Nomor Agenda |:| Sangat segera |:| Penting

Diterima Tanggal I:I Rahasia I:I Biasa

Disposisi Kepada: Petunjuk :

|:| XXXXXX XXXXX XXXXXXXXKXXXXXXXXXXX |:| Edarkan |:| Teliti & Pendapat

D XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D Setuju D Bicarakan dengan saya
I:l XXXXXX XXXXX XXXXXXXXKXXXXXXXXXXX I:l Tolak I:l Bicarakan bersama

D XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XX XXX XXXX
D XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXX XXXX

Staf Ahli :

D XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|:| XXXXXX XXXXX XXXXXKKXXXXXXXXXXXXX
|:| XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXX XXXXXX

D XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[] Tindak lanjuti
I:l Siapkan jawaban
I:l Untuk perhatian
|:| Untuk Diketahui
D Dampingi

|:| Dijadwalkan

Catatan:

I:l Siapkan bahan

[] Perbaiki

[] oiwacili/ Dihadiri

I:l Koordinasikan/ Selesaikan
D Laporkan

|:| Simpan

Catatan :

paraf

Nama Lengkap

paraf

Nama Lengkap

¢) Surat Undangan Intern

Surat Undangan Intern adalah surat dinas yang memuat undangan

kepada pejabat/pegawai Kemen

suatu acara kedinasan

tertentu, seperti rapat,

ko Perekonomian untuk menghadiri

upacara, dan

pertemuan. Wewenang dan penandatanganan Surat Undangan Intern

ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang,

dan tanggung jawabnya, dengan susuna n:
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1) Kepala

Bagian kepala Surat Undangan Intern terdiri dari:

(@) kop Surat Undangan Intern Kemen ko Perekonomia n terdiri dari
nama kementerian dan unit kerja menggunakan huruf kapital
secara simetris;

(b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah Kiri di
bawah kop Surat Undangan Intern ;

(c) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah
kanan atas s ejajar/sebaris dengan nomor;

(d) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama
jabatan, dan alamat yang dikirimi Surat Un dangan Intern (jika
diperlukan); dan

(e) jenis huruf yang digunakan Arial ukuran 12, sedangkan untuk
kop surat menggunakan Tahoma ukuran 12

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Undangan Intern terdiri dari:

(a) alinea pembuka;

(b) isi Surat Undangan Intern, yang meliputi hari, tanggal, waktu,
tempat, dan acara; dan

(c) alinea penutup.

3) Kaki

Bagian kaki surat undangan intern terdiri dari nama jabatan yang

ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat

yang ditulis dengan huruf awal kapital.

4) Hal yang Perlu Dipe rhatikan

Format Surat Undangan Intern sama dengan format surat dinas,

bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada Surat

Undangan Intern dapat ditulis pada lampiran.
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CONTOH FORMAT

LAMPIRAN SURAT UNDANGAN INTERN

Lampiran Surat .................
Nomor : ... ../ .lé.
Tanggal : .....[..../ ...

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

Nama Jabatan,
(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

a) Surat Dinas

Surat Dinas adalah naskah dinas yang menyampaikan informasi

kedinasan kepada pihak lain di luar Kemen ko Perekonomian.

Wewenang penandatanganan Surat Dinas oleh pejabat sesuai dengan

tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan:

a) Kepala

Bagian kepala Surat Dinas terdiri dari:

(@)

(b)

kop Surat Dinas yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian menggunakan lambang ne gara, yang
disertai nama jabatan  dengan huruf kapital secara simetris;

kop Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain
Menteri Koordinator Bida ng Perekonomian menggunakan
lambang garuda hitam disertai nama kementerian dan  nama

unit kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;



b)

d)
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(c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal
kapital di sebelah kiri di bawah kop Surat Dinas;

(d) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di s ebelah
kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;

(e) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama
jabatan yang dikirimi surat;

() alamat su rat, yang ditulis di bawah Yth; dan

(9) jenis huruf yang digunakan Arial ukuran 12, sedangkan untuk
kop surat menggunakan Tahoma ukuran 12

Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi,

dan penutup.

Kaki

Bagian kaki Surat Dinas ditempatkan di sebelah kanan bawabh, yang

terdiri dari:

(a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kap ital, diakhiri
tanda baca koma;

(b) tanda tangan pejabat;

(c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan
huruf awal kapital;

(d) cap kementerian , yang digunakan sesuai dengan ketentuan;
dan

(e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika
ada).

Distribusi

Surat Dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat

dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas

diikuti dengan tindakan pengendalian.

Hal yang Perlu Diperhatikan

(a) Kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat
dinas.

(b) Jika Surat Dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran
dicantumkan jumlahnya.

(c) Hal berisi pokok Surat Dinas sesingkat mungkin yang ditulis
dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri

tanda baca.
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CONTOH FORMAT
SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI

Kop surat yang berupa
lambang Negara dan
nama jabatan yang
telah dicetak

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

)
)
)
Nomor cold. 1 é 1é (Tempat), (Tgl. Bln. Thn.) Tempat dan tanggal
. . pembuatan surat
Sifat :
Lampiran
Hal
Alamat tujuan yang
Yth. e dapat ditulis di bagian
........................... Kiri
)
)
................ é éé. é .(alineapembuka) ............. cocviiieines i
ééeéeééé. e€ééeéé
................ eé. éeé. (ali.nea. i Sd) o, Isi surat
.......................................................................................... ééeéeé
.............................. . (alinea penutup) ......... . .
......................................................................................... éééeé
.......... eéeééeé eee
)
)
Nama Jabatan,
Nama jabatan dan nama
lengkap yang ditulis
(Tanda Tangan dan Cap ) dengan huruf awal
kapital
Nama Lengkap
)
Tembusan:
1o
20 s



